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Dalam kesempatan ini, perkenankan saya untuk menyampaikan orasi ilmiah yang berjudul “Kajian Penilaian Risiko Gempa dan Tsunami di Sumatera Barat”.
Hadirin yang terhormat,

Masih segar dalam ingatan kita, terjadinya gempa dengan magnitudo Mw 7.6 pada tahun 2009 yang telah meluluhlantakkan sebagian besar wilayah di Sumatera Barat. Gempa tersebut menelan korban jiwa sebanyak 1.177 orang, mencederai lebih dari 3.000 orang dan menyebabkan kerugian lebih dari Rp. 21,58 trilyun (BNPB, 2009). Sekitar 5 tahun sebelumnya, tepatnya pada akhir tahun 2004, juga telah terjadi gempa dengan magnitudo Mw 9.1 di wilayah Aceh yang merupakan gempa terbesar ke-3 di dunia yang pernah tercatat dalam sejarah kegempaan sejak abad ke-20 (USGS, 2015). 
Serangkaian gempa yang terjadi di sebagian besar wilayah Indonesia tersebut disebabkan oleh posisi geografis Indonesia yang terletak pada Pacific Ring of Fire, yaitu suatu kawasan dimana sejumlah besar gempa bumi dan letusan gunung berapi terjadi di cekungan Samudera Pasifik (the basin of the Pacific Ocean). Kejadian gempa tersebut, khususnya yang memiliki magnitudo yang besar (mega-magnitude earthquakes), dapat memicu terjadinya bencana susulan seperti tsunami, tanah longsor (landslide) serta likuifaksi (liquefaction) pada tanah. Sebagai akibatnya, jumlah kerugian dan korban jiwa akan semakin meningkat. Hal ini jelas terlihat saat terjadi gempa di Aceh tahun 2004 yang memicu terjadinya tsunami dengan ketinggian maksimum lebih dari 50 m (NOAA, 2011). Tsunami yang ditimbulkan berdampak sangat luas, setidaknya 6 negara di Samudera Hindia (Indonesia, Sri Langka, India, Thailand, Maladewa dan Somalia) terkena dampak dari bencana tsunami tersebut yang menelan lebih dari 220.000 korban jiwa serta menyebabkan kerugian ekonomi lebih dari $10 milyar (NOAA, 2015). Contoh lainnya, gempa Mw 7.6 yang terjadi pada tahun 2009 di Sumatera Barat telah memicu terjadinya tanah longsor di beberapa titik wilayah di Sumatera Barat, sehingga menambah jumlah kerugian dan korban jiwa (Chian, Whittle, Mulyani, Alarcon, & Wilkinson, 2010; Wilkinson, Alarcon, Mulyani, Chian, & Whittle, 2009). 

Beberapa kejadian gempa tersebut menekankan pentingnya kajian mengenai potensi terjadinya bahaya lain yang dipicu oleh gempa, seperti tsunami, tanah longsor dan likuifaksi. Akan tetapi, kajian-kajian tersebut jumlahnya masih sangat terbatas. Mulyani (2013) menyatakan bahwa mayoritas kajian penilaian risiko gempa yang ada saat ini lebih menekankan kepada aspek kegempaan dan belum menekankan kepada bahaya lain yang berpotensi terjadi setelah gempa. Berdasarkan data historis, jumlah kerugian akibat bahaya lain tersebut seringkali malah lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah kerugian dan korban jiwa akibat gempa itu sendiri. Identifikasi bahaya gempa beserta bahaya lain yang berpotensi terjadi sangatlah penting agar dapat dilakukan upaya penanganan atau mitigasi bencana yang tepat dan efektif oleh pemerintah, pihak berwenang, maupun masyarakat. Hal ini tentunya dapat menekan angka kerugian dan korban jiwa. 

Hadirin yang terhormat,

Sebelum kita mengkaji risiko gempa dan tsunami di Sumatera Barat, rasanya tidaklah lengkap jika kita tidak membahas mengenai sumber-sumber gempa dan tsunami di Sumatera. Terdapat 2 sumber gempa utama di Sumatera, yaitu Zona Patahan Sumatra (Sumatran Fault Zone) dan Zona Subduksi Sumatra (Sumatran Subduction Zone). Zona patahan Sumatra membagi pulau Sumatera dari utara ke selatan sepanjang ± 1900 km di sepanjang Bukit Barisan. Zona ini terbentuk akibat konvergensi yang miring antara lempeng tektonik Indo-Australia dengan lempeng tektonik Eurasia, sehingga menyebabkan pergerakan sesar mendatar dengan arah dekstral (McCaffrey, 2009). Patahan Sumatera ini terbagi dalam beberapa segmen yang lebih kecil, sehingga magnitudo gempa yang dihasilkan relatif lebih kecil daripada gempa pada Zona Subduksi Sumatera (Natawidjaja, 2002). Walaupun demikian, gempa yang terjadi di daerah ini berpotensi untuk menimbulkan kerusakan bangunan/gedung mengingat jarak episenternya yang dekat dengan daerah pemukiman penduduk. Magnitudo gempa maksimum yang dihasilkan oleh zona patahan Sumatra ini adalah Mw 7,5. 
Sumber gempa lainnya di Sumatera adalah Zona Subduksi Sumatra yang merupakan daerah pertemuan antara lempeng tektonik Indo-Australia dengan Eurasia. Zona subduksi ini terletak di sepanjang pantai barat Sumatera dan memiliki potensi untuk menghasilkan gempa dengan magnitudo yang besar. Data historis mencatat beberapa gempa besar yang terjadi pada zona ini, antara lain Mw 8.8-9.2 pada tahun 1833, Mw 8.3-8.5 pada tahun 1861, Mw 9.1 pada tahun 2004, Mw 8.7 pada tahun 2005 dan Mw 8.4 pada tahun 2007. Gempa yang terjadi pada Zona Subduksi Sumatera berpotensi memicu terjadinya tsunami di daerah tersebut atau yang sering dikenal dengan istilah tsunamigenic earthquake. Akan tetapi, tidak seluruh gempa yang terjadi di daerah subduksi tersebut dapat menimbulkan tsunami. Berdasarkan katalog tsunami di Sumatra (Gusiakov, 2012; NOAA, 2011), 90% tsunami yang terjadi disebabkan oleh gempa di daerah subduksi yang memiliki kedalaman pusat gempa kurang dari 80 km dan magnitudo lebih besar dari Mw 6,5 (Mulyani, 2013). Beberapa contoh kejadian tsunami di Sumatera dalam satu dekade terakhir antara lain: tsunami yang terjadi di Aceh pada tahun 2004, di Nias tahun 2005, di Bengkulu tahun 2007 dan di Mentawai tahun 2010.
Berdasarkan penjelasan mengenai kondisi tektonik di Sumatera tersebut, dapat disimpulkan bahwa wilayah Sumatra (khususnya pada bagian sebelah barat) memiliki tingkat seismisitas yang tinggi sehingga rentan terhadap bahaya gempa maupun tsunami. 
Hadirin yang terhormat,

Ada sebuah ungkapan dari Prof. Thomas O’Rourke, seorang ahli geoteknik dari Cornell University, USA. Beliau mengungkapkan: 
“We can do little to reduce the hazard embodies in an active fault or a major earthquake, but we can do a lot about the risk to the structures that we design and build. It is important to remember the frequently quoted observation that earthquakes do not kill, but collapsed buildings and facilities do.” 

Esensi dari kutipan tersebut adalah kita tidak bisa mencegah terjadinya gempa, tetapi kita bisa mengurangi risiko yang ditimbulkannya. Seperti yang telah kita ketahui bersama, gempa bumi tidak membunuh. Yang menyebabkan kematian/korban jiwa adalah bangunan atau infrastruktur yang runtuh akibat gempa. Untuk itu, sangatlah penting untuk membangun gedung dan infrastruktur yang memiliki ketahanan terhadap gempa.
Terdapat beberapa miskonsepsi mengenai bangunan tahan gempa yang berkembang di masyarakat. Pertama, bangunan tahan gempa bukan berarti bahwa bangunan tersebut pasti mampu menahan setiap gempa yang terjadi tanpa adanya kerusakan. Akan tetapi, bangunan tahan gempa memiliki konsep sebagai berikut:

· Bila terjadi gempa ringan, gempa tersebut tidak menimbulkan kerusakan baik elemen struktural (contoh: kolom balok, sloof) maupun non-struktural (contoh: dinding, plafon) dari gedung

· Bila terjadi gempa sedang, gedung boleh mengalami kerusakan elemen non-struktural (tetapi dapat diperbaiki), akan tetapi komponen struktural tidak rusak.

· Bila terjadi gempa besar, gempa tersebut menimbulkan kerusakan elemen struktural dan non-struktural, tetapi struktur tidak roboh (mekanisme keruntuhan gedung sudah direncanakan)

Kedua, perencanaan bangunan tahan gempa tidak dilakukan berdasarkan suatu magnitudo gempa tertentu, melainkan berdasarkan respon gerakan tanah yang terjadi akibat gempa tersebut. Respon gerakan tanah tersebut seringkali dinyatakan dalam bentuk percepatan muka tanah atau PGA (Peak Ground Acceleration). Nilai PGA tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain jarak suatu lokasi terhadap episentre gempa, kedalaman fokus gempa maupun jenis tanah/batuan di lokasi tersebut. Untuk keperluan perencanaan bangunan, nilai PGA ini diperoleh secara probabilistik untuk suatu daerah tertentu berdasarkan katalog gempa pada daerah tersebut. Nilai respon percepatan tanah untuk seluruh wilayah di Indonesia telah ditetapkan dalam standar perencanaan ketahanan gempa untuk bangunan/gedung Indonesia. 
Hadirin yang terhormat,

Sebenarnya, Indonesia telah memiliki standar perencanaan ketahanan gempa untuk bangunan/gedung sejak tahun 1983 (PPTGIUG-1983). Standar gempa itu kemudian direvisi menjadi SNI 03-1726:2002 pada tahun 2002. Adanya informasi terbaru di bidang seismologi dan perubahan tingkat seismisitas di beberapa wilayah Indonesia telah melatarbelakangi dilakukan kembali revisi standar gempa tersebut yang kemudian dikeluarkan oleh Badan Standardisasi Nasional pada tahun 2012 (SNI-1726:2012). 
Akan tetapi, Indonesia masih belum memiliki standar perencanaan ketahanan bangunan terhadap tsunami. Namun, standar perencanaan dari negara lain seperti FEMA-646 dari USA untuk sementara dapat diadopsi bagi perencanaan shelter evakuasi vertikal tsunami.
Jika ditinjau dari usia keberadaan standar gempa tersebut, seharusnya bangunan-bangunan di Indonesia telah memiliki ketahanan yang cukup baik terhadap gempa. Akan tetapi, berdasarkan observasi pasca gempa, banyak ditemukan bangunan dan infrastruktur yang rusak berat bahkan hancur,  seperti yang terlihat jelas saat gempa di Sumatera Barat pada tahun 2009 dan 2007 silam. 
Dari hasil survei lapangan pasca gempa Sumbar 2009, dapat disimpulkan faktor-faktor yang berkontribusi terhadap kegagalan struktur bangunan antara lain: 1). Penggunaan kualitas material yang tidak memenuhi spesifikasi perencanaan; 2). Perencanaan bangunan yang tidak memenuhi kaidah bangunan tahan gempa; 3). Ketidaktepatan detail konstruksi; serta 4). Pelaksanaan pekerjaan yang kurang baik. Padahal, hal-hal tersebut telah diatur dalam standar perencanaan bangunan tahan gempa Indonesia. Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa penerapan standar gempa tersebut baik dari segi perencanaan, pengawasan dan pelaksanaan konstruksi di Indonesia masih belum optimum. 
Hadirin yang terhormat,

Pada umumnya, struktur bangunan yang lazim ditemui di Indonesia dapat digolongkan menjadi beberapa tipe yaitu: 1). Struktur dinding bata tanpa kekangan (Unconfined Brick Masonry atau UBM); 2). Struktur dinding bata terkekang (Confined Brick Masonry atau CBM); 3). Struktur rangka beton bertulang dengan dinding pengisi dari batu bata (Reinforced Concrete with Masonry Infill atau RCI); dan 4). Struktur baja (Steel Construction). Dari keempat jenis struktur bangunan tersebut, yang paling rentan terhadap gempa dan tsunami adalah struktur dinding bata tanpa kekangan. Jika tingkat risiko masing-masing jenis struktur tersebut dinyatakan dalam total premium, maka total premium untuk struktur UBM, CBM, RCI dan steel adalah 36.4‰, 16.6‰, 8.1‰ and 3.1‰ per tahun. Sedangkan untuk tsunami, total premium dari keempat jenis struktur tersebut adalah 11.7‰, 9.9‰ per tahun untuk UBM dan CBM serta 7‰ per tahun untuk RCI dan steel (Mulyani, 2013). 

Berdasarkan hasil analisis risiko di atas, tingkat risiko seluruh bangunan di Kota Padang akan mencapai lebih dari Rp. 800 juta per tahun jika bangunan tersebut tidak dibangun sesuai dengan kaidah perencanaan bangunan tahan gempa. Risiko tersebut akan mengalami penurunan sebanyak 80% jika bangunan/gedung dibangun sesuai dengan standar gempa yang ada. Selain itu, bangunan yang didesain terhadap gempa juga akan memiliki ketahanan yang lebih terhadap tsunami, khususnya bagi jenis struktur yang memiliki massa yang berat seperti beton bertulang dan struktur baja. Bangunan yang tidak memiliki ketahanan terhadap gempa berpotensi menanggung risiko tsunami rata-rata sekitar Rp. 460 juta pertahun, dan risiko kerugian akibat tsunami tersebut dapat berkurang 25% jika bangunan memiliki ketahanan terhadap gempa.

Selain itu, hasil kajian penilaian resiko yang telah saya lakukan menunjukkan bahwa kerugian yang terjadi akibat gempa Mw 7,6 di Sumatera Barat pada tahun 2009 lalu dapat jauh berkurang apabila bangunan/gedung dibangun sesuai dengan standar gempa yang berlaku. Untuk Kota Padang, estimasi kerugian yang terjadi akibat gempa tersebut dapat berkurang dari Rp. 16 trilyun menjadi Rp. 8 trilyun atau dapat mengurangi resiko sebanyak 50%. Hal ini tentunya akan berdampak langsung terhadap pengurangan jumlah korban jiwa.
Hadirin yang terhormat,

Mempertimbangkan tingkat risiko gempa dan tsunami yang sangat tinggi di Sumatera Barat, maka perlu dilakukan upaya optimalisasi penerapan standar perencanaan bangunan tahan gempa.  ADDIN EN.REFLIST Untuk itu, sosialisi standar gempa tersebut maupun standar konstruksi lainnya perlu dilaksanakan secara berkesinambungan terhadap masyarakat, khususnya yang berkecimpung dalam bidang jasa konstruksi. Upaya untuk mengedukasi masyarakat jasa konstruksi tersebut dapat diwujudkan melalui kolaborasi antara berbagai pihak seperti Kementrian Pekerjaan Umum beserta SKPD terkait, akademisi, asosiasi profesi dan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK). Saya pribadi dan kolega akademisi dari Universitas Bung Hatta siap untuk membantu pemerintah daerah dalam upaya untuk mengedukasi masyarakat jasa konstruksi ini.
Selain itu, juga diperlukan payung hukum bagi penerapan standar-standar bangunan gedung dalam perencanaan dan pelaksanaan konstruksi bangunan di Indonesia, khususnya di Sumatera Barat. Sesuai dengan amanah UU No. 28 Tahun 2002, pemerintah daerah perlu menerbitkan peraturan daerah tentang bangunan gedung. Dan sejak tahun 2011, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sudah menerbitkan Peraturan Daerah tersebut (Perda Pemprov Sumbar No. 6 Tahun 2011). Menurut data dari Kementrian PU (2015), dari 19 Kabupaten/Kota yang ada di Sumatera Barat, 17 diantaranya telah memiliki Perda bangunan dan gedung. Sedangkan 2 Kabupaten/Kota lainnya, yaitu Kota Padang dan Kabupaten Kepulauan Mentawai, telah memiliki Ranperda dan sedang dalam tahapan Program Legislasi Daerah (Prolegda). Hal ini tentu saja perlu diapresiasi sebagai langkah awal penyelenggaraan bangunan gedung yang lebih baik di daerah Sumatera Barat. Namun, hal yang paling penting adalah bagaimana mengimplementasikan amanah dari UU dan peraturan bangunan gedung tersebut. ANTARA (2014) melaporkan terdapat beberapa hal yang belum dilakukan terkait dengan UU Bangunan Gedung antara lain pelaksanaan pemeriksaan berkala, penerbitan Sertifikat Laik Fungsi, serta pembentukan Tim Ahli Bangunan Gedung (TABG) di daerah. Hal-hal tersebut perlu menjadi prioritas bagi pemerintah daerah dalam rangka mengurangi risiko gempa dan tsunami di Sumatera Barat.
Hadirin yang terhormat,

Pada tahun 2011, terjadi gempa besar di Jepang dengan magnitudo Mw 9.0 dengan episentre di lepas pantai Tohoku, Jepang. Gempa tersebut juga memicu tsunami dengan ketinggian maksimum mencapai lebih dari 40 m.  Intensitas tsunami yang ditimbulkan pada kejadian tersebut hampir sama dengan Tsunami Aceh pada tahun 2004. Namun, tsunami di Jepang tersebut menelan korban jiwa sekitar 16.000 orang, atau hanya 7% dari jumlah korban jiwa akibat tsunami di Aceh tahun 2004. Jika kita cermati lebih lanjut, tentu ada suatu hal yang menyebabkan besarnya perbedaan jumlah korban jiwa antara kedua kejadian tersebut. Hal ini erat kaitannya dengan upaya manajemen risiko bencana yang telah diterapkan oleh pemerintah Jepang untuk mengurangi risiko tsunami di daerah tersebut.
Secara umum, risiko suatu bencana merupakan fungsi dari bahaya (hazard) dan kerentanan (vulnerability). Jadi, upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi risiko bencana adalah dengan mengurangi bahaya, mengurangi kerentanan, atau dengan mengurangi keduanya. Khusus untuk gempa bumi dan tsunami, upaya untuk mengurangi bahaya tidak mungkin dilakukan, sehingga satu-satunya cara untuk mengurangi resiko adalah dengan mengurangi kerentanan (vulnerability). Untuk itu, dibutuhkan manajemen bencana yang terdiri dari 4 fase utama, yaitu mitigasi (mitigation), kesiapsiagaan (preparedness), tanggap darurat (response), dan pemulihan (recovery). 
Mitigasi merupakan suatu upaya berkelanjutan yang dilakukan untuk mengurangi/menghilangkan resiko jangka panjang terhadap elemen resiko akibat suatu bahaya tertentu atau sering juga dikenal sebagai langkah pencegahan (prevention). Implementasi standar perencanaan bangunan seperti yang telah saya uraikan sebelumnya merupakan salah satu bentuk upaya mitigasi bencana. Selain itu, perencanaan tata ruang dan lahan serta relokasi perumahan di daerah rawan gempa (khususnya di daerah patahan gempa) dan rawan tsunami merupakan alternatif lain yang dapat dilakukan oleh pemerintah. 
Fase ke-2 dari manajemen bencana adalah kesiapsiagaan (preparedness) yang merupakan perencanaan dan persiapan yang dilakukan untuk melindungi elemen resiko dan memfasilitasi kegiatan operasi tanggap darurat saat terjadinya bencana. Bentuk-bentuk kegiatan kesiapsiagaan gempa dan tsunami dari segi pemerintah daerah antara lain menyiapkan Emergency Operations Plans (EOP), melakukan pelatihan-pelatihan terhadap personil yang terkait langsung dengan operasi tanggap darurat, memberikan edukasi kepada masyarakat dalam bentuk simulasi gempa dan tsunami secara berkala, menyiapkan jalur evakuasi tsunami serta pembangunan shelter untuk evakuasi baik secara horizontal maupun vertikal. 
Khusus untuk pembangunan bangunan shelter untuk evakuasi vertikal, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan oleh pemerintah daerah, yaitu kekuatan, kapasitas dan aksesibilitas shelter yang dibangun. Secara umum, bangunan shelter tsunami harus memiliki kapasitas untuk menahan beban gempa dan tsunami, padahal beban gempa dan tsunami memiliki perilaku yang berbeda. Agar dapat menahan gempa, lebih diutamakan penggunaan material konstruksi yang ringan dengan struktur yang daktail. Sedangkan untuk beban tsunami, dibutuhkan material konstruksi yang berat untuk menahan gaya apung dan gaya angkat akibat tsunami. Selain itu, analisa pembebanan tsunami dalam perencanaan gedung juga jauh lebih kompleks. Setidaknya, terdapat 8 gaya tambahan yang perlu diperhitungkan dalam perencanaan bangunan tsunami, yaitu gaya hidrostatis (hydrostatic forces), gaya apung (buoyant forces), gaya hidrodinamik (hydrodynamic forces), gaya gelombang (surge forces), gaya tumbuk (impact forces), gaya akibat puing-puing (debris) yang terbendung, gaya angkat (uplift forces) serta gaya tambahan lain akibat air yang tertahan pada bangunan (FEMA P646, 2008; Yeh, Robertson, & Preuss, 2005). Untuk itu, perlu kecermatan dan kehati-hatian dalam penyelenggaraan pembangunan bangunan shelter tsunami tersebut agar nantinya tidak menjadi perangkap mati (dead trap) bagi para pengungsi.
Dari segi kapasitas, shelter tsunami harus memiliki kapasitas untuk menampung populasi masyarakat yang ada di sekitar shelter tersebut. Sedangkan dari segi aksesibilitas, shelter tsunami harus dibangun di lokasi yang mudah dijangkau masyarakat serta jarak antara shelter tersebut tidak boleh terlalu berjauhan. Park et al. (2012) menyatakan bahwa shelter yang terdistribusi dengan baik akan menciptakan survival probability yang lebih baik pula. Jika waktu kedatangan tsunami di Kota Padang diprediksi sekitar 25 menit setelah terjadinya gempa, kecepatan melangkah rata-rata 1,381 m/s, dan waktu tunda sebelum orang melakukan upaya evakuasi (average recognition level) adalah 5 menit, maka jarak maksimum ke lokasi shelter tsunami di Kota Padang adalah 1,66 km. 

Hadirin yang terhormat,

Fase ke-3 dari manajemen bencana adalah tanggap darurat (response) yang merupakan kegiatan yang dilakukan untuk memberikan bantuan darurat, mengurangi kerusakan dan mempercepat pemulihan akibat terjadinya suatu bencana. Kegiatan tanggap darurat untuk gempa dan tsunami meliputi pemberian peringatan dini (early warning system), upaya pencarian dan evakuasi korban, penyediaan fasilitas kesehatan, penyediaan logistik dan supply, manajemen penyediaan jaringan telekomunikasi, keamanan serta transportasi dll.
Fase ke-4, yaitu pemulihan (recovery), merupakan segala kegiatan yang dilakukan untuk mengembalikan keadaan ke kondisi normal atau memperbaikinya pasca terjadinya bencana. Kegiatan yang dapat dilakukan seperti: pembangunan dan perbaikan infrastruktur, program rehabilitasi sosial, pemberian ganti rugi terhadap bangunan masyarakat yang rusak, penciptaan lapangan kerja, dll.

Hadirin yang terhormat,
Menurut Alexander (2002) pengurangan resiko bencana yang baik dan berkesinambungan dapat dicapai dengan memperkuat fase mitigasi dan kesiapsiagaan. Untuk itu, upaya untuk mengurangi resiko gempa bumi dan tsunami di Sumatera Barat membutuhkan peran serta dari pemerintah dan seluruh elemen masyarakat. Marilah bersama-sama kita saling bahu-membahu untuk menciptakan Sumatera Barat yang tangguh bencana.
“To reduce earthquake and tsunami risk we must mitigate. 
  To mitigate we must implement”
Demikianlah orasi ilmiah mengenai kajian penilaian risiko gempa dan tsunami ini saya sampaikan, semoga dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika terdapat hal-hal yang kurang berkenan.

Wabillahi taufiq walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
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